EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)

7

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)

JUMAIDY
NIM. 15.2100.017

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (1AIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)

sebagai s

Disusun dan diajukan

JUMAIDY

PAR Ekenda R E

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Nama Mahasiswa
Judul Skripsi

Nomor Induk Mahasiswa
Fakultas
Program Studi

PENGESAHAN SKRIPSI

: Jumaidy

: Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis
Putusan No. 196/Pdt. G/2018/PA.Prg)

:15.2100.017

- Syariah dan Iimu Hukum Islam

. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 148/In.39/PP.00.09/01/2019

Pembimbing Utama

NIP

Pembimbing Pendamping
NIP

Disetujui Oleh

: Budiman, M.HL ( %/ )
© 19730627 200312 1 004 ; g
:Dr. Fikni, S Ag, MHL  ( 4 )

+ 19740110 200604 1 008

Mengetahui,

= ~Fakultas Syariah dan lImu Hukum Islam

e

A% =RIA Neka

. M.A
22002

iv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SKRIPSI

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA KEWARISAN STUDI
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS 1B
(ANALISIS PUTUSAN No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Disusun dan diajukan olch

JUMAIDY
NIM: 15.2100.017

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munagasyah
pada tanggal 16 Januari 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Mengesahkan
Dosen Pembimbing
Pembimbing Utama : Budiman, M HL ( N ............ )
NIP - 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping  : Dr. Fikn, S. Ag, M HL (ol esimssemiontins )
NIP - 19740110 200604 | 008

lnsmut Agama Islam Negeri Parepare Fakulms Syanah dan Ifmu Hukum Islam

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa - Jumaidy

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis
Putusan No. 196/Pdt. G/2018/PA Prg)

Nomor Induk Mahasiswa 2 15.2100.017
Fakultas : Syariah dan limu Hukum Islam
Program Studi . Hukum Keluarga (Akhwal Syahsivvah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B, 148/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji
Budiman, M HI. Ketua
Dr. Fikri, S.Ag., M.HL Sekretaris
Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Penguji Utama |
Aris, S Ag, M HL Penguji Utama 11

vi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KATA PENGANTAR

2 :
ﬁ’ﬂuﬁ_______,..ﬁ
Alhamdulilah segala puji dan syukur penulis senantiasa hanturkan kehadirat
Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

kepada peneliti sehingga bisa-menyelesai ipsi. ini, dan dapat dipersembahkan

kepada pembaca yang mu pengetahuan. Sholawat

serta salam semoga’ tetap pembawa kebenaran Nabi
besar

Kewarisan

ama Pinrang Kelas tusan No.

bagai tugas akhir dari r Jidikan yang

eroleh gelar Sarjana Hu tudi Hukum

yyah) Fakultas Syariah da am, Institut
egeri (IAIN)

mengucapkan ba sih kepada Ayaha mading dan

Ibunda yang meru penulis. Ma itu penulis
dengan Ibunda yang
telah oril maupun

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, maupun
dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dalam waktu yang diharapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk

menghaturkan rasa terima kasih kepada bapak Budiman, M.H.l dan Dr. Fikri, S.Ag.,

vii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



M.H.I selaku Pembimbing | dan Pembimbing Il, atas segala bantuan dan bimbingan
yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah

berusaha agar kampus 1AIN le ik dari sebelumnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

a yang telah dik epada penulis baik berupa

3. AS) beserta
as dukungan

penyelesaian studi.
4. pada Fakultas Syariah yang telah
n semangat kepada pe perkuliahan
5. repare yang
6. para  Hakim

sidin., M.H.,
ediator dan
an fasilitas,
waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah
membantu baik secara moril maupun materiil.

7. Teman dan rekan penulis yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah

berpartisipasi dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.

viii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Penulis sangat berharap dan beberapa pihak vang telah membantu penulis
dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas lebih dari
apa yang telah diberikan kepada penulis. dan bernilai ibadah yang kekal di Sisi-Nya,
dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain, kKhususnya
skripsi vang telah dibuat oleh penulis.

Akhirnya penulis menvampaikan kiranva pembaca berkenan memberikan
saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini,

Parepare, 27 Februari 2020
Penulis,

DY
NIM. 15.2100.017

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama o Jumaidy

Tempat/'Tgl Lahir . Pinrang, 09 mei 1997

Program Studi - Akhwal Syahsiyyah

Fakultas . Syariah dan llmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi

di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis
Putusan No. 196/Pd1.G/2018/PA Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini
benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia
merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau
seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Februari 2020
Penulis,

NIM.'15.2100.017

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



ABSTRAK

Jumaidy. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan Agama
Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg), (dibimbing
oleh Budiman dan Fikri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur mediasi dalam
perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (Analisis Putusan
Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg). Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dari
hasil negosiasi dan perundingan dengan meminta satu pihak untuk menjadi penengah
disebut mediator. Adapun permasalahan dalam skripsi ini diantaranya, bagaimana
proses pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang
Kelas 1B Putusan Nomor.-196/Pdt.G/2018/PA.Prg,-Bagaimana efektivitas mediasi
dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan. Agama Pinrang kelas 1B
putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dan bagaimana faktor pendukung dan
penghambat dari upaya mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang
kelas 1B _putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan
(field research) dengan metode deskriptif-kualitatif, pendekatan penelitian yang
digunakan yaitu teologis normatif, ‘yuridis dan sosiologis. Selanjutnya sumber data
penelitian ini menganalisis perkara waris putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
dengan  sumber data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur mediasi dalam perkara
warisan, di Pengadilan Agama Pinrang Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg
Proses mediasinya telah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yakni Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Perkara
waris [Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg, dimana proses mediasinya
berdasarkan laporan mediasi. dinyatakan tidak..berhasil walaupun mediator yang
dipilih telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya akan tetapi para
pihak tidak mencapai kesepakatan untuk meyelesaikan perkara tersebut secara damai.
efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara waris Putusan Nomor.
196/Pdt.G/2018/PA.Prg, menunjukkan bahwa mediasi masih belum efektif karena
faktor penyebabnya sehingga mediasi tidak berhasil adalah melihat tingkat kepatuhan
masyarakat yang masih_sangat kurang, para pihak_saling acuh dan telah terjadi
konflik " yang berkepanjangan 'menjadikan’ hubungan kekeluargaan yang tidak
harmonis lagi sebab.rasa.egois.dan.merasa paling.benar.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Perkara waris.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perselisihan dapat terjadi pertentangan dalam memperebutkan benda yang

dipersengketakan, sehingga diketah va hubungan manusia tidak lepas akan

terjadinya cekcok sengketa muncul dalam keadaan timbal
elahirkan pertanda akan
ah yang

eraksi manusia sehingge harus ditempuh

emperbaiki

enurut ketentuan pada ran tentang

hak harta kekayaan ya eorang yang

ntuk diberikan kepada Seperti yang

tertulis ata pasal 830 menyebutkan, berlangsung

karena meninggal,
berhak “Agar dapat
itu dibuka,
3

atian yang

ahli waris dan

!Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jurnal limu
Hukum, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, h.54.

2Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3.

3Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Buku Kesatu
Tentang Orang, Bab XII, Pasal 830 dan 836.
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harta yang ditinggalkan oleh pewaris.* Masalah harta warisan sangat memicu adanya
perselisihan dan perseteruan dikalangan para ahli waris, cenderung sebab manusia
tidak lepas dari sifat yang berlebihan (nafsu) untuk menguasai dan merampas hak

orang lain, sehingga mengakibatkan tali hubungan silatunrahmi berujung putus antara

sesama ahli waris oleh karena itu danya pihak ketiga yang diminta sebagai
mediator atau penengah ya at penting dalam menyelesaikan
persengketaan khususn a warisan.

Hakikatnya tidak seorangpun menginginkan adanya sengketa atau perkara

dalam s S atau suatu

perikata -tiap esti me Kemung ncul gketa yang
harus yadai. ulnya perbedaan iran  untuk
penyele a. T eberapa opsi atau meto apat diantaranya:
a). Negc ). M . Pengadilan, dan d). Ar

askan penyelesaian sengke ' UM sesama

muslim alam firman

Allah s

5o vk

¢ G paa i Sl 25l O

PAREkPA E

shaall 1)
Terjemahnya:

damaikanlah
a Allah agar

“Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h.193-195.

SGatot Soemartono, Arbitrase dan mediasi di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2006), h. 2.

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi, 2015),
h. 516.
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Ayat di atas menegaskan dalam mendamaikan perselisihan termasuk sesuatu
yang sangat ditekankan dalam islam. Sebab iman yang telah menyatukan hati mereka,
maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan

seiman. Untuk penyelesaian sengketa adanya pihak ketiga sebagai penengah yang

bersifat tidak memihak kepada itu sangat berperan penting dalam
memperantarai para pihak y

Pengadilan pat untuk menyelesaikan
masalah tersebut 'sebage iarti pahwa peradilan mempunyai
ikan perkara
Jama dalam
rkara bagi mereka yan is ewenangan
atau ke i alam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Jama, antara
aris, ¢). Hibah, d). Wasiat,

8

rah atau peru merupakan
1 baik diluar
bersengketa
, akan tetapi
ehingga pihak

yang berperkara itu menyelesaikan atau melanjutkan dengan melalui persidangan.

"Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
1998), h. 5-6.

8Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, Bab Ill, Pasal 49.
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Penyelesaian perkara pada Peradilan Agama itu lebih memperkuat upaya
perdamaian melalui mediasi. Diharapakan dalam sistem peradilan tersebut bertujuan
untuk mengurangi penumpukan perkara.® Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan litigasi
yang tercantum didalam PERMA RIl:No. 1. Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan itu wajib ditempuh oleh pihak yang bersengketa atau didampingi oleh
kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum perkara itu diputus oleh Hakim melalui
proses peradilan sesuai yang terkandung dalam pasal 3 ayat (1) Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang disebutkan (1) Setiap hakim, mediator
para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa
melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.*

Mahkamah Agung pada awal Tahun 2016 menerbitkan PERMA RI Nomor 1
Tahun 2016 mengenai Proses Mediasi di Pengadilan adalah sebagai penyempurnaan
sehingga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan
berdasarkan PERMA RI Nomor & Tahun 2008 itu masih belum efektif yang
mempunyal kekurangan dalam implementasinya. Dimana pihak tidak mempunyai
itikad baik dalam melaksanakan mediasi baik ‘itu tidak hadir dalam proses mediasi
meskipun sudah dipanggikdua kali berturut'turut secara:patut, hadir dalam pertemuan
pertama tetapi pertemuan selanjutnya. tidak hadir ataupun tidak menandatangani
kesepakatan perdamaian. Setelah terbitnya PERMA ' RT'Nomor 1 Tahun 2016 diatur

dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad

*Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2010), h.154-155.

1%Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I1, pasal 3.



baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad baik
sehingga proses mediasi dapat terlaksana dengan baik.**
Terbitnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa

mediasi patut mendapatkan kedudukan penting dalam bagian proses beracara yang

tidak bisa dipisahkan di Pengadilan a para pihak wajib mengikuti prosedur

penyelesaian sengketa bai 1. Tergugat namun tidak menutup
kemungkinan dalam ara nya lebih dari satu didalam
gugatan pihak itu disebu para Tergugat dan para turut
r atau tidak

hukum jika

maka gugatan dinyat NO (Niet
Hakim dan wajib mem Namun jika
ergugat dikenakan bia diatur dalam
pasal 2 4 PERMA RI Nomor 1 Tah
merupakan f penyelesai gketa yang

dukan penting dal . hun 2016. ni bertujuan

atkan keberh ihak yang be

varan [ IS By, . e

a khususnya
prakteknya
mediasi di

ga kembali

“Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah
(Yogyakarta: Deeppublish CV Budi Utama, 2018), h. 24-25.

12 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab 1V, pasal 22 dan 23.
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menegaskan peran mediator agar lebih aktif dalam penyelesaian perkara dan mampu
menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan cara damai.
Setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam

prakteknya sampai pembacaan Putusan oleh hakim sangat berperan penting,

diharapkan untuk menghasilkan pelué mai kepada pihak-pihak yang bersengketa

dalam hal perkara warisan iptakan suatu keputusan yang
menguntungkan oleh g gan komunikasi yang baik,
Namun dalam elesaian perkara khususnya perkara perdata itu membutuhkan
waktu kepanjangan
seperti

hakim.*

oleh majelis

g didaftar pada Penga
sekalip ikian bahwa dari sekian arisan yang
diterimé Pen Agama Pinrang Kelas

isan yang di i ama karena

perkara

damai at mediasi di uga masyarakat di aten pinrang

sendiri berasumsi, m alan terbaik

aikan suP ASREP* RsE(tif yang s

t merupakan

asyarakat di
Pengadilan
Agama P sengketa.
Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pinrang

Kelas 1B pada Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg Tahun 2018 ternyata mediasi

¥Muhammad Ilham, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar, Jurnal
Jurisprudentie, volume 5, Nomor 1, februari 2017, h.86.
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antara para penguggat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya ketua
majelis membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
penguggat ditambah juga bahwa gugatan tersebut tergugat melalui kuasanya telah

mengajukan jawaban pada pokok perkaranya tersebut. Dalam Putusan akhir No.

196/Pdt.G/2018/PA.Prg, Pengadila a. pinrang yang memeriksa dan mengadili

perkara waris pada tingka h karena para Tergugat dalam
perkara ini adalah pi dihukum untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng.

ga peradilan

ang menerima perkara ara warisan
ang lebih 35 perkara ba i gatan waris
dan pe pembagian harta peni ak menutup

ra waris tersebut ada yang dikabulkan.

aannya apak a kewarisan
anaanya sudah efe

tujuan aw. iasi yaitu untuk

ningkatarpjkbneErP(kann dapat aikan secara

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-
pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi
dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi di Pengadilan

Agama Pinrang Kelas 1B (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg)”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok
permasalahan yaitu:

1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan di

Pengadilan ~ Agama Kelas 1B  Putusan  Nomor.
196/Pdt.G/201

aian perkara kewarisan di

Nomor.
diasi dalam
n di Pengadilan Agama lam Putusan
/2018/PA.Prg?
1.3Tu
adi tujuan penelitian ini ada agai

uk mengetah i aksanaan me lam perkara
isan di Pe Pinrang Kelas 1B san  Nomor.

5/Pdt.G/2018/PA.
: diasi dalam

1.3.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari upaya mediasi
dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Putusan

Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
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1.4 Kegunaan penelitian
Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan
terutama dalam memahami bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan,

serta dijadikan bahan umtuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian

selanjutnya, adapun manfaat lain kan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.4.1. Agar pe ibadi n memahami bagaimana

si dalam perkara kewa di di Pengadilan Agama

1.4 il pe akan sebagai
mikiran bagi pengkajia ilmu dalam
rapkan sebagai masuk masyarakat
i efektivitas mediasi dal

1.4 Sil pe n ini dapat dijadikan sumbe azanah ilmu

getahuan ba alam menu kademisnya.

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Mediasi Dalam Perkara

Di Ind( ] an”.** Buku
tetapi lebih
yudisial dengan metode an sengketa
an yang menawarkan agar sistem
diri dengan perkemban

ini terdapat kesamaan ten ia ana peniliti

udisial denga de alternatif

sengketa unt keadilan dalam kan sistem

ian ini adala

fokus pada

un yang me

inrang kelas

yang berjudul

“Efektivitas Peran Hakim dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di

Y“Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan
dalamMemajukan Sistem Peradilan, (Bandung: CV Mandar Maju), h. 118.

10
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Pengadilan Agama Parepare”.*® Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan
perdamaian di pengadilan Agama Parepare berjalan sesuai dengan amanah dan
perintah peraturan perundang-undangan, langkah-langkah yang digunakan hakim
dalam mengupayakan perdamaian juga masih sangat sederhana dan dilakukan sendiri
tanpa bantuan hakim anggota sehingga upaya perdamaian berjalan kurang efektif dan
respon para pihak terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim cukup positif
hanya saja masalah rumah tangga yang dihadapi sangat sulit untuk didamaikan.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji
efektivitas Mediasi dalam pendamaikan pihak berperkara, Namun setelah diperiksa
dilinat perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan
sumber  data yang dipakai, objek penelitian dalam skripsi terdahulu membahas
tentang |[Efektivitas Peran Hakim dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Parepare, sedangkan peneliti kali ini membahas tentang
Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan, adapun sumber data yang diambil
tersebut dari Pengadilan Agama Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Imamatus Sholihah dalam skripsi, yang
berjudul “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh“Mediator Pengadilan Agama Kelas 1
A Kabupaten Kediri . *%FHaSil [péndlifidfinydtniémaparkan temuan yang sudah di
analisis/bahwa penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

tidak dilakukan secara maksimal, karena tidak semua hakim mediator memberikan

5L uki Amima, “Efektivitas Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Parepare” (Skripsi Sarjana Bagian Program Studi Ahwal Alsyakhsiyah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, tahun 2013).

®Imamatus Sholihah, “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama
Kelas 1 A Kabupaten Kediri” (Skripsi Sarjana Jurusan Ahwal Alsyakhsiyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017).
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penjelasan kepada para pihak pada pertemuan pertama tentang pengertian dan
prosedur mediasi serta peran mediator yang merupakan tugas dan kewajiban mediator
yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas

mengenai prosedur mediasi yang di PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun

terletak perbedaan dalam s imana peneliti sebelumnya lebih

terfokus pada imple apan oleh media diri sedangkan peneliti kali

ini da oh ediasi Nomor.

rapkan sebagai dasar sun konsep

Relasi s i 19an sosia : i i i (rangkaian
tingkah
hubungs i : n dan saling

mempe p-tiap orang

terhadap d a. Dikataka : na terjs a secara teratur dan berulang
kali dengan pola yang sama dan dilihat dalam relasi sosial terjadinya beberapa
tahapan yang dinyatakan oleh Michener dan Delamater yaitu: a). Zero contact yaitu
kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang, b). Awarness yaitu

seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain, c). Surface contact yaitu
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orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya,
dan d). Mutuality yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya
saling asing. Sedangkan menurut Spradley dan McCurdy, menyatakan bahwa relasi

sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam

waktu yang relatif lama akan mem uatu pola, Pola hubungan ini disebut

sebagai pola relasi sosial am yaitu relasi sosial assosiatif

yaitu proses yang ter. a sama, akomc milasi dan akulturasi yang

terjalin cendrung U dan relasi sosial dissosie proses yang terbentuk
oposisi

ipergunakan

keadaan dalam mana d ebih terlibat

Proses perilaku tersebu

sing memperhitungkan

yang m ng a I masing-masing. Selain itu ungan sosial

gantung - pa

dalah sampai sejau kah perilaku

atau kedama Dagai tujuan,

sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, Memelihara kasih sayang dan

Y«Relasi Sosial” Karya Tulis llmiah, https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/( di akses 18
Maret 2019).

830erjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), h.45-57.
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melestarikan peradaban, Namun dalam berkomunikasi juga dapat melahirkan
percekcokan dan perpecahan sehingga tidak jarang terjadi konflik sesama manusia.®
Oleh karena itu dalam relasi sosial yang dipaparkan oleh Partowisastro, interaksi

sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang

dinamis, baik relasi itu berbentuk a ividu, kelompok dengan kelompok, atau
individu dengan kelompok.”

Relasi sosial antara dua orang atau lebih
eraksi dalam hal mereka

aka dari itu

akup antar sesama ahl ermasalahan
proses mediasi khusus yang ada di

elas 1B.

, yaitu teori,
a kata yang
inya (1) ada
sil, berhasil

keefektifan
, dan (4) hal

Ade Matsuri, Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi
Komunikasi), Jurnal Dakwah dan Komunikasi, volume 4, Nomor 1, Januari-juni 2010, h.1.

2OM. Khairul Anwar,” Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interkasi Sosial Pada Perawat
Di Rumah Sakit Islam Surakarta” Skripsi (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2016). h. 7.
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mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).”* Efektivitas mempunyai makna
menjelaskan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur
dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana dalam kegiatan lalu

berhasil maka kegiatan dianggap semakin efektif. Jadi teori efektivitas hukum adalah

teori yang menganalisis dan menel: ang keberhasilan, kegagalan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi d

g menjamin

bekerjanya
ktif itu, kaidah-kaidah mempunyai
i warga masyarakat.
2.2.2.2

an kerelaan para warg ga dikaidahi

tuhkan suatu usaha pe organisasi

Drganisasi pe ukum yang
dan adil aka ﬂ 3 badan atau asi tersebut,
pada giliran 3 kat sebagai

2.2.2.3 Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah

hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan

?'pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 374.
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suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk
melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat
untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan

faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga

masyarakat tidak akan me mentaati kaidah hukum tersebut.?

Untuk mengetahui ari hukum, maka pertama-tama
harus dapat menguku na aturan hu ti atau tidak di taati. Jika

efektivitas aturan huk ntu, maka akan tampak

rundang-undangan, ba da beberapa

faktor, etahuan tentang substa

Cara-ca h pengetahuan tersebut, i kait dengan

-undangan didalam masya . ana proses

perundang-u h dilahirkan

gan instan (sesaa ilahkan oleh Gunn dall sebagai

k dan tidak

on (undang- miliki kualite

ebutuhaMrntE.P A R E

ang banyak
al dan optimal
pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan

’Tina Asmarawati, Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan
Kebudayaan (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.
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perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari
dua perspektif: a). Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan
dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya, b). Perspektif individu, atau

ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana

efektif atau tidaknya

a. faktor huku a SE ang diartikan dalam arti material

positif.
kum, yakni pihak-pi uk maupun

ruang lingkup dari istil gak " adalah luas

ksudkan dengan penega m a batasi pada

n_yang sec ung dalam penegakan
yang tidak hanya rcement, aka i juga peace
ance. Kirany hwa kalangan t mencakup
yang bepA(RiEPi%IEiman, kej kepolisian,
c. Faktor sarana ata asilitas ya k egaka k anpa adanya

sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain,

2Achmad Ali, Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicalprudence):
Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), h. 379.
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mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang
baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau
hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai

tujuannya.

. Faktor masyarakat, yakni lin dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan, penega

. Kiranya jelas, bahwa sti ac nya dengan
lu, yaitu undang-undang hu n sarana dan
ebu , yakni sebagai hasil karya, an ra g didasarkan

arsa manusi idup, Faktor ayaan yang

masyarakat, dan bertujuan untuk

nya bersatu arakat senga Jakan, karna

pembahasa

i kebudaMinaEtPﬁrRE. Sebagai
ar

salah sistem ang menjadi

p, struktur,
bentuk dari
sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga
hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-
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norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya
yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.?
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli diatas

tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, sehingga dikaji lebih

dalam apabila hal itu kurang mend ian, maka penegakan hukum tidak akan

tercapai. Maka dari itu p itas Hukum dalam penelitian ini

dirasa sangat tepat ah didalam i mengenai permasalahan

kefektifan pada Putusan Nomor.

, ‘urf/’adat/ta’ammul gertian yang

yang biasa dijalank mnya, baik

n.® Pengertian lain dar , perbuatan,

a” dilakukan oleh kebanyak. leh manusia
unsur yang
erhadap adat

adap hukum

*Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008), h.11-59.

%A, Djazuli dan 1. Nurol Aen, Ushul Figh: Metodologi Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2000), h. 185-186.

%A, Djazuli, Ilmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Edisi
Revisi; Jakarta: Kencana, 2010), h. 88-89.
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Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk
menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal ga’idah
kulliyah fighiyyah yang berbunyi:

LSl | 1S 2iny i 5Ll

um untuk mendapatkan sesuatu hukum

Maksudnya, ‘adat dapat dija

syara atau kaidah lain:
RCHTILR eS| PCUIT |

9 27

n ‘adat/’urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara”.

esuatu yang saling di , dan tidak
ara’, tidak menghalalk ramkan, dan
tidak p atu yang wajib.
akan tetapi
tradisi 1 diharamkan,

atau me

peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan

sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka hal itu telah menjadi bagian dari

?TA. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Figh: Metodologi Hukum Islam, h. 185.
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kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itulah
maka ulama berkata:
Sy i 35la)l

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum?.2®

Penggunaan teori ‘Urf d litian ini begitu sangat tepat, karena

masalah yang akan dijawa genai permasalahan kewarisan
umber data dari Putusan

akan diteliti apakah

uai adat kebiasaan di d

esalahan interprestasi d aka penulis

ul secra harfiah, yaitu:

me dan outp rman Flynn

perubahan

tput dengan

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari

usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara

28Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Figh (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123-
124.

2Gusti Agung Rai, Audit Kinerja Pada Sektor Publik (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 24.
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kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang. Seberapa besar keberhasilan yang diraih
oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam upaya mediasi dengan
memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari

Mahkamah Agung maupun peraturan yang berasal dari agama.

2.3.2 Pengertian Mediasi
Mediasi adalah s i_antara pihak yang bersengketa

i tercapainya penyelesaian

ian sengketa berdasark

t dan diterima oleh para eta didalam

gas membantu para pihak tuk mencari

enghasilka akatan yang
eta guna me i sengketa.*

2.3.3

Menurut KHI Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

%0F|si Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi 11) (Jakarta:
Grasindo, 2008), h.200.
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siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-
masing.**
Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli

waris. Sistem waris di Hukum adat waris ada tiga, yaitu:

2.3.4.1 Sistem kewarisan i al yang merupakan sistem kewarisan
2.3.4.2 Siste sa ' ahli waris secara bersama-

g tidak dapat dibagi-bagi

arisan N
Agama
(disingkat: PA) adalah i ertama yang
kehakiman di lingku i gama yang
abupaten atau kota. Peng ntuk dengan
siden. Penga hukum dan
tentu antara
ibah, wakaf,
kan hukum
ang-Undang
a Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama

terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

*Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku Il Hukum Kewarisan,
Bab I, Pasal 171.

%230erjono Soekanto, Hukum Adat Waris (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.260.
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2.4 Kerangka Pikir
Dalam penelitian ini mengambil teori relasi sosial, teori efektivitas hukum,
dan teori urf. Teori relasi sosial merupakan hasil dari rangkaian tingkah laku yang

sistematik antara dua orang atau lebih untuk dapat mencapai hubungan sosial yang

sifatnya timbal balik antar individu atu dengan individu yang lain dan saling

mempengaruhi. Selanjutnya adalah berusaha untuk dapat
mencapai sasaran ata memperoleh hasil yang
maksimal. Seperti yang dike j Soekanto bahwa teori efektivitas

hukum r hukumnya

sendiri ilitas, faktor
masyaré

enjelaskan bahwa sesu dikenal oleh

tradisinya baik berup atannya itu

disebut un sesuatu yang telah salin tetapi tidak

kebiasaan, m tu itu tidak

dengan syar aka harus

PAREPARE
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Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan

kerangka pikir sebagai berikut:

Pengadilan Agama Pinrang
Perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.prg

Proses Pelaksanaan
Mediasi

dang-undang)
or Penegak Hukum
or Sarana dan

Mediasi dalam Perkara Kewarisan
di Pengadilan Agama Pinrang
Perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

pelaksanaan penelitian yang rele n menggunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif me

i f i i ri observasi,
unakan adalah teologis i uk di dalam

i enyangkut tentang pe dan warisan.
i melihat dari sub judul M limana akan

| PERMA ahun 2016

ilatan yang sistematis untuk

iologis mer ilmu yang

cara berulang masyarakat

dalam data itulah
asi Perkara

26
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini

adalah Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.

3.2.1.1 Gambaran Umum Pengadil
1. Sejarah Pengadilan Aga
Peradilan Ag i dan Kalimantan selatan
dia belanda boleh dika k mengalami perubahan
bentuk ang berlaku
setempa
Agama yang berada dal aja dan,
ama yang berada dala
atasi keadaann tersebu eluarkan PP
ng pelaksanaannya mulai b 09 Oktober

adikan dasar

atur dengan
entri Agama
n 1966 telah
i belum ada
Pengadilan Agamanya termasuk Pengadilan Agama Pinrang di Kabupaten Pinrang.
Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, terletak di Kabupaten Pinrang, dengan
keadaaan geografis yang terletak antara:

Lintang Selatan :3019'13"-40 10" 30"
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Bujur Timur : 1190 26' 30" - 1190 47' 20"
Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Provensi Sulawesi Selatan
dengan luas Wilayah 1.961.77 Km? dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara  : Kabupaten Tanah Toraja

Sebelah Timur : Kab ekang dan Kabupaten

menjadi 12

baga pencari keadilan inrang telah
dipimpi Ketua Pengadilan dari G alah sebagai
berikut:
. KH. u (Periode 1967-1987)
. Drs.
. Drs.
. Drs.

. Drs.

h. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (Periode 2013-2016)
I. Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. (Periode 2016-Sekarang)
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Adapun Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B sebanyak 8 (delapan)
orang diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.
b. Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

c. Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.
d. Dra. Hj. Fatmah A Abuj
e. Rusni, S.H.I

f. Nasruddin, S.H.1

2. i Agama Pinrang kelas 1E

Visi a Pengadilan Agama P Berwibawa
onal dalam Penegakan an Peradilan
ng.

Misi v Mewuj i : 3 ringan dan

transparansi.

v Mening

akat.

peradilan.

v Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Tabel.1 Visi dan Misi PA Pinrang kelas 1B.%

$3Sumber Langsung dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B telah diatur
dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan

Kehakiman No. 14 Tahun 1970 den bahannya yaitu Undang-undang No. 4

Tahun 2004 tentang Kekua; Asasi Manusia.

Tugas pokok p dada umumnya de an Agama pada khususnya

ialah: menerima, me a, dan mengadili serta me Saikan setiap perkara yang

ga peradilan

adilan Agama Pinrang

t (absolute compete asaan yang

perkara dan sengke peradilan.

i lingkungan Pengadilan memeriksa,
menyelesai entu dikalan tentu, yaitu
ang beraga Is ang Pengadilan berdasarkan

ubahan atas

al 49 Undang- n 2006 tenta

No. 7 prmﬁpmanilndang-u 0. 50 Tahun

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari‘ah, antara lain:

pPA Pinrang Kelas 1B, Tentang Profil Pengadilan Agama  Pinrang,
http://www.papinrang.go.id (diakses pada tanggal 1 September 2019).
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Izin poligami;
Pencegahan Perkawinan;
Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pembatalan perkawinan;

Gugatan kelalaian atas kewaji i dan istri;
Cerai Talak;
Cerai Gugat;

Penyelesaian

y » @ I U DT U T T Z

Is
Izin Kawin;
Dispensasi Kawin;

Wali Adhol.
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b. Waris
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseorang tentang penentuan sia enjadi ahli waris, penentuan bagian
masing-masing ahli waris.

Woasiat

- Hibah

giatan usaha yang dilaksan

keuangan mlmlﬂ

vaian PAREPARE

- Obligasi syari‘ah dan surat berharga berjangka menengah syari‘ah;
- Sekuritas syari‘ah;
- Pembiayaan syari‘ah;

- Pegadaian syari‘ah;
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- Dana pensiun lembaga keuangan syari‘ah;
- Bisnis syari‘ah.
5. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B

Kompetensirelatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, meliputi wilayah

Kabupaten Pinrang yang terdiri dari atan dan beberapa Desa/Kelurahan.
a. Kecamatan watang sawi

b. Kecamatan Paletear

Batu Lapppa.
embang.
Duampanua.

3.2.2 nelitian PA R E PA R E

tanggal 13

Septembe

3.3 Fokus Penelitian
Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Pelaksanaan Mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang

Kelas 1B Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
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3.3.2 Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang
Kelas 1B dalam Putusan Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
3.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dari upaya Mediasi dalam Perkara

Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dalam Putusan

Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
3.4 Jenis dan Sumber Data
penelitian Ia ield research) karena data

Sedangkan sumber data ‘diperolen dari data primer dan

data empiris yang gsung dari
mediator baik melau asi, maupun
en resmi yang kemudia diantaranya

erkara waris Putusan Nom

1 Tahun 201 si di Pengadi
under
-dokumen res -buku yang

pihak-pihak

Setiap penelitian yang dilakukan'tentunya menggunakan beberapa teknik dan
instrument penelitian, dimana teknik dan instrument penelitian yang satu dengan
yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar

valid dan otentik.
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Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini
menggunakan beberapa metode yaitu:
3.5.1 Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan

dilapangan yakni melakukan inte sung dengan objek penelitian dengan

terlibat langsung di lokasi i lapangan ini peneliti akan

melakukan penelitian

yang s umnya, untuk mendapa : dibutuhkan
untuk nelitian. Model observa i nulis adalah
mana peneliti terlibat d iata i-hari orang

yang se : ang digunakan sebagai sum a pe »

3531 (Wawancar
w  merupak lan data menemukan
: ang terkait d ama dari inte dalah kontak

Mediator.

%5Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, cv, 2015), h.235.
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3.5.4 Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau
mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, catatan, transkrip, arsip-arsip, buku,

surat dan majalah yang diteliti.*®

3.6 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengump antu yang dimiliki peranan yang
Adapun instrument yang

aan wawancara, recorder,

| yang dipakai dalam p : analisa yang

a adalah penelitian dil : sarkan pada

dari lapangan peneliti arkan dalam

analisis data, tode:

3.7.1 A Induktif, ya dilakukan dalam nalisis atau

ah data deng berupa prins

mum beern(E? NRIEat khusus.

3.7.2 A g data dengan

sikap yang

usus berdasarkan

atas fakta-fakta yang bersifat umum.

%M.taufan B, Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan (Sleman: CV
Budi Utama, 2016), h.104.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara kewarisan Di Pengadilan

Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Umumnya proses atau tahap iasi di setiap lingkungan peradilan telah

diatur oleh Mahkamah Agur adalah Perma No. 1 Tahun 2016
tentang prosedur medi gadilan. Medias an tahap cara penyelesaian
sengketa secara damai yang tepat, efektif kepada pihak untuk memperoleh kedamaian
dan kea

Kelas saat wawancara menge : aan mediasi
dalam alisis putusan No0.196/

bahwa:

eraian  yang
ara warisan
ara tergugat
Agung No.
an sengketa
pihak yang

2dur mediasi
perkuat dan
mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi di lembaga pengadilan. Mediasi dalam

perkara, para pihak yang bersengketa khususnya perkara warisan putusan No.

196/Pdt.G/2018/PA.Prg yang mempunyai kewajiban penuh dalam mengambil

$"Baharuddin, Hakim Madya Muda, Wawancara dilakukan di Pen gadilan Agama Pinrang
Kelas 1 B (17/09/2019).

37
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keputusan. Hakim mediator yang ditunjuk dan disepakati para pihak, tidak memiliki
kewajiban untuk langsung memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan
hanya bertujuan untuk membantu menemukan solusi kepada para pihak untuk

mencapai kesepakatan.

4.1.1 Mediasi perkara warisan Pen n. Agama Pinrang

Pengadilan Agama Pi i.salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman dibawah li Vlahkamah Agu hal upaya perdamaian pada
san  N0.196/Pdt.G/2018 J sSecara aturan telah
rbitkan oleh

i pengadilan

gugatan dibacakan yan i ole ihak majelis
pihak untuk menempuh iasi. arkan  yang
aturan Mah . 1 Tahun 20
nggilan piha
atu kali sesu . turan formil
hakim para
dimuat pada
menempuh
Mediasi.*® Pada perkara warisan mediasi tetap di langsungkan setelah pemanggilan

dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak mesti hadir, yang mana

%8pasal 17 Ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.
%pasal 17 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.
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dimaksud adalah ketidak hadiran pihak turut tergugat dengan arti lain tidak signifikan
untuk tidak menghalangi dilaksanakannya mediasi.
Sidang pertama majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak

berlandaskan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

meliputi: pengertian dan manfaat kewajiban Para Pihak untuk menghadiri
langsung pertemuan Mediasi ilaku tidak beritikad baik dalam
proses Mediasi, biaya gkin timbul ak naan Mediator nonhakim
adilan, pilihan menindak "l kesepakatan perdamaian

para pihak

40

5. Proses
ecara mediasi oleh haki dilan Agama
na yang didasarkan dari 2016 adalah

pokok laksanakan mediasi, ji annya maka

di batal demi hukum.

para pihak penjelasan m ebagai bukti

arkan penjel ng mediasi, selanj ang dimuat

mediator.**

) (1) para pih erja untuk me
I Pengadilan
diator yang
orang dengan

jabatan hakim dan hanya (2) dua orang hakim yang bersertifikat. Sesuai dalam pasal

“Opasal 17 Ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan.
“Ipasal 20 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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13 (2) hakim yang belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator di
Pengadilan berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B.
2. Tahap Proses/Pelaksanaan mediasi

Dasar hukum berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

di pengadilan setelah ditunjuknya h mediator yang telah disepakati oleh para

pihak sesuai pasal 20 (5) . Pihak telah memilih Mediator

sebagaimana dimaks yat (1) atau ketu akim Pemeriksa Perkara

menunjuk Mediator 'sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis

anya kepada mediator selanjutnya

waktu 30 hari berdasa hitung sejak

jadwal dilaksanakann pakati oleh

Hakim mediator sebelu

diasi dengan

2lah disepak endalami isi

menciptakan sej kesepakatan

a pihak. Ap

di IaksanP*aR Epnan. |E1ghenti ka

ngkan atau K

proses

saat seh

*’pasal 20 Ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
*3pasal 24 Ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Jika terjadi hal demikian mediator dapat melaksanakan “kaukus” begitu yang

diungkapkan oleh bapak H. Baharuddin saat wawancara bahwa:

“Mediator harus mempertegas penjelasan hakim kepada para pihak,
selanjutnya dalam proses mediasi itu besar kemungkinan ada mediasi yang
dilakukan secara berpisah atau tidak bersamaan artinya, hanya mediator
dengan pihak, pihak penggugat-khusus didampingi oleh kuasanya atau pihak
tergugat. Itulah yang dinama an istiliah “kaukus”.**

Menurut Perma No 1._tahapan tugas mediator yang
dijelaskan bahwa meg : n dengan satu pihak tanpa
kehadiran pi innya. Me aukus” dapat dilakukan apabila
pelaksanaan
ak ke pihak
rsifat memihak kepad karena itu
bangkan dengan kesu nformasikan
kepada para pihak.

lam melaksanakan medias beri aik, dimana

para pi dipanggil 2 nunjukkan iti g tidak baik

atau tio ir dalam pe pakati dari an pertama

sampal seterusnya )ses mediasi

PAREPARE

ng menyata

telah ga

3. Lapa
asil dalam

melakukan perundingan, mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal

*Baharuddin, Hakim Madya Muda, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang
Kelas 1 B (17/09/2019).

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.263.
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mencapai kesepakatan, Mediator membuat laporan mediasi dan memberitahukan
secara tertulis kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara
tersebut.*® Khusus perkara warisan mediator kiatnya memberikan jalan tengah untuk

mencapai win-win solution sebagaimana pembagian waris sesuai hukum islam

dengan pembagian masing-masin ara pihak. Jika para pihak tetap bersih

keras dan merasa paling b sepakatan pada saat di mediasi
maka dinyatakan m berhasil. gagal otomatis perkara

persidangan oleh maj

para pihak,
ra pihak dengan bantu
dalam kesepakatan per
esepakatan yang dimak

at tinggal para pihak.

menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan).

**pasal 32 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

“Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.l Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h.110.

“8pasal 27 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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h. Larangan pengungkapan dan pernyataan yang menyinggung atau menyerang
pribadi.
i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada).

j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.

k. Tempat para pihak melaksanaka ingan (kesepakatan).

|. Batas waktu pelaksanaan.i
m. Klausal pencabuta 3 ah selesai.*

umlah kesepakatan secara
tertulis ) ang kelas 1B
untuk i ) nya dicabut
Para pihak wajib de dhwa proses
ruskan lagi.
is Putusan No.196/Pdt.
im ketua majelis Nomor .Prg tanggal
> maret 2018

eriksa dan

lidikan tidak
. 169 (Lalle
Lama), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

*Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h.325.
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Drs. H. Hasanuddin T., SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum, Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls | B Pinrang), yang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut berdasarkan

Surat Kuasa khusus tanggal 27 (terlampir) yang selanjutnya disebut
sebagai Penggugat. Melaw.
1. Hj. Juba (Istri ahonding BI umur 54 Tahun, agama
ir SD, bertempat tinggal

aten Pinrang,

2. drong bin Lahonding, gama Islam,
I, pendidikan terakhir ggal Dusun
ritengngae, Kecamatan Pinrang, di

tll.

3. , pekerjaan
oil, pendidikan te rt i lekkangnge,
tengngae, K aten Pinranc but sebagai

ot PAREPARE

4. etani sawah,

Pendidika ak : : 3 ekkangnge, Desa
Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai Tergugat
IV; yang keempatnya memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH., advokat

pengacara dengan Nomor register 69/SK/2018/PA.Prg, tanggal 11 April 2018.
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Hj. Daipa Binti H. Halik, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di (Padang Lampe, Rumah Lasapa) Desa Barang palie,
Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I.

Hawa Binti H. Halik, umur , agama Islam, pekerjaan tidak ada,

betempat tinggal di elurahan Penrang, Kecamatan

Watang Sawitto, Pinrang, yan a di sebut sebagai Turut

tan Mattiro Bulu, Kab i ebut sebagai

, umur 39 Tahun, agam rusan rumah

rakhir SD, bertempat ting Kecamatan

usan rumah

, Kecamatan

usan rumah
a, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai turut Tergugat VI.

Icodo binti H. Halik, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah
tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Desa Alitta Kecamatan

Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebahgai turut Tergugat VII.
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12. Arina binti Lahonding, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah
tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Desa Soroe, Kecamatan
Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai turut Tergugat V111.*°

4.1.2.2 Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggug am surat gugatannya tertanggal 12 Maret

2018, yang didaftarkan pa gadilan Agama Pinrang dengan
Nomor register 196/Pd

Pada Tahun 200€ Halik yang merupakan sipewaris telah meninggal dunia,
ketika dunia. Dan
semasa
meninggal dunia) pada ri keduanya
nti P. Paletoi (Turut Te rnikahannya
ri pertamanya dikaruni diantaranya
. Halik (Turut Tergugat 1), i alik (Turut

gal dunia), de

ah menikah
dua kal istri pinti yang sudah
ding (Turut
ergugat 1) yang

dikaruniai tiga orang anak di antaranya Baharuddin alias Lagondrong bin Lahonding

%0Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
>!Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
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(Tergugat I1), Syarifuddin alias Lacaco bin Lahonding (Tergugat I11), dan Arifuddin
bin Lahonding (Tergugat V).
Pewaris Almarhum H. Halik selain meninggalkan delapan orang anak

kandung juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah kebun atau sawah

dengan luas 1.20 Ha, yang ber i Padang Lampe, Desa Barang Palie,

Kecamatan lanrisang, Kab ebut telah dibagikan sipewaris

ang  Lampe,
e, Kecamatan Lanrisan
kan oleh pewaris Alm. aknya yang
lik pada tahun 1982, n
ersebut kepada Ambo Jang : honding Bin
mendapatkan i ris H. Halik

sawa se )0 Ha pada ta I kitar padang

Lampe arang Palie, bupaten Pin juga tanah
urang IelP*RaEMR Emg Baru arang Palie,
ap yang telah

Duduk perkara pada nomor bagian d yang merupakan satu petak
tanah/kebun dengan luas yang kurang lebih 65 Are yang berlokasi di Desa Barang
tersebut telah dibagikan oleh pewaris Almarhum H. Halik kepada anaknya yang

bernama Hj. Gunung Binti H. Halik (Penguggat) pada tahun 1996 berdasarkan surat
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penyerahan warisan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Barang
(Tungka) dan Kepala Dusun Ujung Baru (H. Hapid, R). Tanah tersebut sekitar tahun
2008/2009, almarhum Lahonding Bin H. Halik yang tertulis didalam gugatan
penggugat bahwa Lahonding secara sepihak mengambil dan menguasai tanah/kebun
sawah milik Hj. Gunung Binti H. Halik objek poin angka 7.d tersebut seluas kurang
lebih 50 Are tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat maka tersisa milik Hj. Gunung
sipenggugat sebanyak kurang lebih 15 Are.>

Awalnya Penggugat tidak mempersoalkan pemanfaatan dari objek sengketa
selama tidak dengan maksud untuk memiliki. Akan tetapi kenyataannya dengan itikad
buruk tanpa persetujuan Hj. Gunung Binti H. Halik sipenggugat selaku pemilik tanah
tersebut. Setelah peneliti melihat pokok perkara yang menjadi objek sengeketa disini
adalah tanah kebun/sawah yang di akui oleh Penggugat benar haknya yang luasnya
kurang lebih 50 Are yang berlokasi Dusun Barang, Desa BarangPalie, Kecamatan
Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana dalil dalil peggugat sehingga merasa
haknya dirugikan, diambil dan dikuasai.secara sepihak oleh para Tergugat yang
merupakan perbuatan melawan hukum.

Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menghubungi dan menemui
Lahonding Bin H. Halik semasa-hidupnya dan ahli warisnya baik secara langsung
maupun dengan perantara sanad keluargawyang dipercaya mampu untuk mencari jalan
tengah dengan menjadi mediator yang jujur untuk mendamatkan Penggugat dengan
Para Tergugat. Bersedia untuk mengembalikan harta yang menjadi objek sengketa
yang tertulis pada Posita point angka 8. Namun maksud baik penggugat tersebut

ditolak melainkan dari eksepsi Tergugat yang menyatakan sama sekali tidak pernah

52Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
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ada kesepakatan pembagian harta terhadap objek sengketa. Dengan demikian upaya
Penguggat dan tergugat saat mediasi tidak menemukan jalan tengah atau win-win
solution.

Berdasarkan dari kenyataan atau dalil yang dikemukakan diatas, maka

penggugat dengan ini segala ker ati memohon kepada majelis hakim

Pengadilan Agama Pinran iksa, mengadili, dan memutus

perkara ini dengan be sesuai aturan ndangan yang berlaku.
4.1.2.3 Penetapan erkara No.196/Pdt.G/2

bang, bahwa
ng Nomor 1

r mediasi di Pengadilan, k hadir pada

hari sid ukan, sidang pertama p jal 29 Maret

dengan pemanggilan t rut tergugat,

k hadir sehingga persidan i tanggal 12
pemeriksa

menempuh

Prg melihat
mediasi di

akat memilih
mediator, ketua majelis hakim pemeriksa pekara menerbitkan penetapan yang

53

memuat perintah untuk melakukan mediasi.> Menetapkan dan memerintahkan

kepada para pihak dalam perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg untuk menempuh

%3pasal 20 Ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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mediasi, menunjuk saudara Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama
Pinrang sebagai mediator dalam perkara Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg,
menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

penetapan tersebut, dan selanjutnya memerintahkan kepada mediator untuk

melaporkan hasil mediasi kepada
4.1.2.4 Laporan Hasil Medig
. 196/Pdt.G/201 peniliti melihat didalam
gan) putusan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja

para pihak

or, di G : i dilan Agama
B.

arkan mediasi perkara terseb alik selaku
am | a mengatakan:

] 1 kamis tanggal 19 April 20 pertemuan
i ra tert ng dihadiri i wal mediasi

elah disepak
pihak tidak an perkara

nnya untuk
tertutup dan
an sengketa
dak dibuatkan

akta perdamaian.

**Ihsan Halik, Hakim mediator PA Pinrang, Berkas Berita Acara Persidangan Putusan Nomor.
196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
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4.2 Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan
Agama Pinrang Kelas 1B Putusan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg.
Bersumber pada teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto yang merupakan

pakar hukum dan sosiologi hukum, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5

lima faktor.>® Faktor-faktor tersebu ai arti netral, sehingga dampak positif

dan negatifnya terletak pa t. Faktor pertama adalah faktor

hukumnya sendiri, se lah Peraturan Mahkamah

Nomor 1 Tahun 20 g prosedur mediasi di

lan Aga A i3
ng tempat yang layak d 3
yang merupakan para pi s
Prg. Dan yang terakhir

p nilai-nilai yang menda

sep-konsep a ganggap hal

Agung Republik |

merupakan

sarana dan
2gak hukum.

ini putusan

2

rdi
ang
ma
t.G/ Jayaan yang
m

-nilai yang

ik itu ditaati
it
a) faktor-fa

an penyem nEtMIRIEiiasi di lan Agama

gai berikut

1. Tinjuan Yuridis Perma Nomor. 1 Tahun 2016

%5Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008), h.7.
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi
di Pengadilan, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang

Agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk

meningkatkan akses masyarakat ). keadilan sekaligus implementasi asas

penyelenggaraan peradila dan berbiaya ringan. Mediasi
merupakan bagian h mengikat dan daya paksa

bagi para perkara wajib melaksane diasi, namun jika tidak
dilaksa

ditolak

perkaranya

6/Pdt.G/2018/PA.Prg, pemeriksaan

harus mengupayakan para pihak
ahnya dan memperoleh agi mereka.

enjadikan Perma Nomor. Ang prosedur

penulis i 2016 adalah

peraturg mengikat,
Nomor.
engadilan Agama

pinrang kelas 1B wajib melalui tahap perundingan untuk mencapai kesepakatan

khususnya perkara dalam bentuk produk hukum kontentiosa.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



53

2. Kompetensi mediator
Tingkat keberhasilan dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat dari
kemampuan mediatornya itu sendiri, mediator sangat berperan penting dalam

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator wajib mempunyai

keahlian atau skill, secara idealnya m i_keilmuwan untuk membantu para pihak
untuk memecahkan permasa
ak ukur untuk efektifnya
berarti mediasi dapat
disimp S ediasi tetap
dilihat

an Agama Pinrang kela r yang telah

ilan Agama Pinrang, yang telah
belum bersertifikat, h ut memiliki
gar proses mediasi dapat ancar sesuai

S.H., M.H.

2 Drs. Syamsul Rijal Aliyah, S2 Hakim -
S.H.,MH

3 Drs. H. Baharuddin, S.H., S2 Hakim Bersertifikat
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M.H
4 Dra. Hj. Fatimah Abujahja S1 Hakim -
5 Rusni, S.H.1 S1 Hakim -
6 | Nasruddin, S.H.I S1 Hakim -
7 Amar Ma’ruf, S.Ag., M.H. Hakim -
8

Idris, S.H.1., M.H.

dilakukan 1

iasi masih kurang ide an mediasi

n yang masuk, dimana pihak dari perkara

perkara yan gama Pinra 5 1B peneliti

melihat danya keseim perkara dan ruang i disebabkan

uangan medias ra pthak harus ri. Fasilitas

2diasi adalah

ruangan AC (Air ( Ipas angin agar para

pihak dapat merasa tenang.

8Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.
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4. Kepatuhan Masyarakat
Melihat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan proses mediasi di
Pegadilan Agama Pinrang pada perkara kewarisan Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg

yang dituturkan oleh majelis hakim sebagai pemeriksa perkara oleh bapak Mursidin:

“Jika posisi sebagai tergugat terkadang acuh terhadap pelaksanaan proses
mediasi. Tetapi ada sesungguhnya didalam Perma yang telah diatur, bahwa
bagi orang yang .tidak besungguh-sungguh tidak memiliki itikad baik
menempuh proses mediasi, untuk tergugat maka ialah yang dibebani biaya
mediasi, danjika penggugatnya yang tidak bersungguh-sungguh dalam
menempuh mediasi maka gugatannya dapat dinyatakan tidak diterima. Agar
efektifnya proses mediasi itu diberinya penekanan terhadap para pihak supaya
mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan proses mediasi”.

Penekanan yang dimaksud adalah akibat hukum yang dibebankan kepada

walau itu Penggugat atau Tergugat sebagaimana yang dijelaskan dipasal 22 dan pasal
23 sebagai berikut:

a. Pasal 22

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam prases Mediasi
sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 7 ayat.(2), gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada
Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan
perhitungan besarannya dalam_laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat
dilaksanakannya Medijasi.

(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim
Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran
Biaya Mediasi dan biaya perkara.

(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari
panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan
diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.®®

S"Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

%8pasal 22 Ayat 1-5 Perma Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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b. Pasal 23

(1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

(2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim
Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan
perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat
dilaksanakannya Mediasi.

(3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum
melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang
ditetapkan berikutnya .wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan
tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar
Biaya Mediasi.

(4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari
biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

(5) Dalam_hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam
putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada
tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai
pihak yang kalah.

(6) Dalam  perkara perceraian “di lingkungan peradilan agama, tergugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi,
sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

(7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada
penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik
oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa
Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.”

Demikian yang tertulis dalam- pasal"22 dan 23 tersebut para pihak wajib
melaksanakan proses mediasi dengan itikad baik dan bersungguh sungguh agar
pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan tertib, guna untuk mengindari kejadian
yang tidak diinginkan. Telah/dijelaskan didalam pasal-22 dan 23 Perma No. 1 Tahun
2016 tentang proses pelaksanaan mediasi, jika Penggugat pada saat mediasi
belangsung dengan itikad yang tidak batk maka gugatan Penggugat tidak dapat
dierima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bergitupun sebaliknya

jika ia adalah Tergugat dan tidak beritikad baik pada saat proses mediasi sebagaimana

%pasal 23 Ayat 1-8 Perma Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.
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yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 akan dikenai pembayaran biaya mediasi itu
sendiri.
5. Kebudayaan

Budaya merupakan hubungan yang sangat erat dengan masyarakat sehingga
dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan.yang meliputi ide-ide didalam pikiran
manusia yang bersifat abstrak. Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah penulis melihat bahwa budaya masyarakat kabupaten Pinrang dimana
Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B sebagai tempat pencari keadilan bagi mereka
masyarakar muslim sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989
yang telah mengalami dua kali perubahan yakni Undang-undang Nomor. 3 Tahun
2006 dan yang kedua Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.

Presepsi masyarakat tentang perkara warisan menurut bapak Mursidin pada

saat wawancara:

“Yang saya lihat dari kulturnya. masyarakat Pinrang hampir semua perkara
warisan termasuk perkara Nomor. 196 ini yang masuk di Pengadilan Agama
Pinrang dimana sebelumnya para pihak siahli waris telah melewati proses
penyelesaian masalah secara. kekeluargaan. Sekarang dilihat dari segi budaya
masyarakatnya sebab sangat tipis sekali mencapai kesepakatan. Oleh karena
itu perkara warisan yang_masuk di Pengadilan Agama Pinrang jarang ada
pihaknya ingin berdamais Sebab merasa «dialah yang paling benar, upaya
mediasi itu kadang-kadang tidak efektif lagi karena pihaknya telah berupaya
menyelesaikan sebelum dimasukkan dalam proses litigasi, namun masih tetap
kita maksimalkan dengan tujuan bisa mengurangi pembengkakan perkara
terutama di tingkat Banding “sampal Kasasi. Bahwasanya perdamaian itu
merupakan putusan yang paling tinggi artinya pihak-pihak saling menerima
apa hasil yang ada didalam akta perdarnaiannya.”60

*Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).
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Dalam hal ini penulis menggunakan data dari 2 (dua) Tahun, Tahun 2017
sampai Tahun 2018 untuk melihat jumlah perkara waris yang masuk di Pengadilan

Agama Pinrang kelas 1B bisa dilihat dari tabel dibawabh ini.

DATA PERKARA WARIS
TAHUN 2017 S/D 2018
PENGADILAN A A PINRANG KELAS 1B

Tahun Perkara Perkara yang
yang tidak berhasil

asil

1 19
2
A .Pr961
a perkara warisan cont 2017 sampai
Tahun Agama Pinrang deng yang masuk

iputus dan hanya 1 pe atau berhasil

tusan perkara Nomor. 196 ) merupakan

dengan menggunakan sistem kekeluargaan atau musyawarah terhadap keluarga
terdekat sebelum perkara tersebut diteruskan di Pengadilan Agama Pinrang.

Penyelesaian perkara terhadap perkara waris diselesaikan berdasarkan adat atau

$1Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.
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kebiasaan setempat, adat yang dimaksud dalam hal ini adalah memiliki kaitan dengan
istilah ‘urf yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka baik berupa
perkataan, perbuatan dan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu

tidak terkecuali dengan perkara kewarisan dapat diselesaikan dengan menggunakan

adat setempat.

2

‘Urf mendapat pen ara’. Imam Malik banyak

mendasarkan hukum rbuatan pendud ah. Abu Hanifah dan para
perbedaan ‘urf
hukum yang
bedaan “urf,

)-

bahan masa

ul, yaitu gaul gadim, (la

an atas ‘urf dapat beru
abang akan berubah se pokoknya.

perbedaan pendapat sema

engatakan:

perbedaan aan masa C an, bukan

ah dan dalil”.

ikatnya ‘urf rdiri sendiri.

3 urf hanP*nE)P MEan mashl

dalil syar’i

menginterpretasikan na : . Da f dapat digunakan untuk

mentakhshiskan lafal yang ‘amm (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Qiyas

juga terkadang ditinggalkan karena berlakunya ‘urf. Oleh karena itu, perjanjian

82Abdul Wahhab Khallaf, llmu Ushul Figih, (Cet. II; Semarang: Dina Utama Semarang,
2014), h.150-151.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



60

produksi itu sah, karena berlakunya ‘urf. Jika digiyaskan, tentu tidak sah, karena
merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.
Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka

penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan.

Penyelesaian secara damai lebih di untuk menjaga keseimbangan dalam

pergaulan hidup bermasyarz a.damai juga dimaksudkan untuk

menghilangkan rasa yang timbul. jan secara damai dalam
kehidupan dipandang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa
mber objek

ia yang lain

ga yang dulunya bersat berai adalah

n yang tidak proporsi

ukum yang

dur penyelesaian sengk genai proses

perkara terkait dengan ke diutamakan

kekeluarg eluarga dan nya dengan

r. 196/Pdt.G

1 adap proses media ggambarkan

encapai kes ihak dalam akan sistem

sehingga t u Pengadil
PAREPARE

ama Pinrang

%|brahim Ahmad, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala
Desa, Jurnal Legalitas, Volume 5, Nomor. 1, Tahun 2012, h. 1.
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4.3  Faktor Pendukung dan Penghambat dari Upaya Mediasi Perkara
Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B  Putusan
Nomor.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Keberhasilan dengan mencapai kesepakatan para pihak atau kegagalan untuk

mencapai kata sepakat suatu perkarz Ipaya mediasi terhadap para pihak yang

berperkara, maka banyak h aruhi dan menjadi faktor dalam

untuk i a pihak  masih  ku

rg yang penulis teliti ng binti H.

am hal ini merasa dirugi gat yang ada

waris no .Prg sangat garuhi oleh

asi. Adapun

r-faktor pendukun selama prose

ngnya penul h melaksana jas-tugasnya

aturan yarp)klnuEPeAaR.ETahun 20

ang prosedur
pelaksanaan
mediasi dan telah me at jadwal kes atan dengan para pihak K menghadiri
proses mediasi yang telah ditentukan, pada hari kamis tanggal 19 April 2018 yang
dijadwalkan diruang mediasi Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B. Dalam proses
mediasinya para pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan begitupun

tergugat semuanya hadir dalam proses mediasi. Dalam hal ini mediator telah berusaha
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semaksimal mungkin dengan kemampuannya untuk mendamaikan para pihak.
Namun rasa egois para pihak dan merasa paling benar sehingga mediasi tidak
berhasil.

Selanjutnya faktor penghambat dari upaya mediasi perkara waris Nomor.

196/Pdt.G/2018/PA.Prg sehingga gag mencapai kesepakatan antara para pihak

sebagai berikut:

sebelumnya
.......... emb varisan k. berdasarkan
Bginyatakan

1 pihak yang

merasa

mengatakan
pernah ada

kesepakatan pembagian harta warisan terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh

*Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

5Syamsur Rijal, Hakim Mediator Pegadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (10/09/2019).
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tergugat akan tetapi yang pastinya milik almarhum suami tergugat sendiri yang
diperoleh dari pewaris.®®
Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya untuk mendamaikan

para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama pinrang dalam perkara waris

perkara Nomor. 196/pdt.G/2018/P aimana yang telah dipaparkan penulis
diatas, faktor yang paling

adalah itikad tidak bai

i tidak berjalan dengan efektif
a egois dan merasa paling
benar.
a terjadinya

g dituturkan

orang yang
ah tidak terlalu akur i kita tidak
gan kita sesama saudar S dak ada lagi
alam hubungan kekelua !

ang masing-
masing ng arti bagi
para pi i : engandung
arti sert apka ebift da nya k Kina sebenarnya
ing adalah

eksistensinya.®®

%€ Arsip Pengadilan Agama Pinrang Putusan No.196/Pdt.G/2018/PA.Prg.

"Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019).

%830erjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 45.
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Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu
dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau
hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat jenis

tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.®

Jika demikian, maka kriteriun penting menuntut adanya saling memberi

informasi, minimal perilak adap pihak yang dihubunginya.

kewajiban

bersengketa

ermufakat untuk menc wa masing-

masing eta rasa moral dan ker dak ada lagi

dimana gketakan adalah hak a

tidak a

ka sehingga

untuk diselesaikan seca lan baiknya

bungan tali
pat terpecah
a itu bisa di
masyarakat
a pada masyrakat

Kabupaten Pinrang agar harta yang di' tinggalkan oleh sipewaris yang meninggal

8%«Relasi Sosial” Karya Tulis llmiah, https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/( di akses 18
Maret 2019).

OFikri, Andi Bahri, dan Budiman, Legislasi Hukum Kewarisan Islam Menuju Hukum
Nasional: Analisis Nilai-nilai Keadilan Dalam Masyarakat Bacukiki Parepare, Jurnal Al-Risalah,
Volume 17, Nomor 1, Juni 2017, h.57.
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dunia diberikan kepada hak masing-masing ahli waris secara individual langsung,
baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai haknya sebagai ahli
waris dengan mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris sehingga

nilai-nilai keadilan dapat diinterpretasikan.

Prinsip utama dalam pemba arta warisan adalah prinsip keadilan ahli

waris dapat mewujudkan ap entuan-ketentuan kewarisan yang

ada didalam Al-qura adis. i a) banding 1 (satu) antara

perti prinsip
beluang bagi
uan yang telah diatur a ahli waris

a untuk itu.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapatlah diambil kesimpulan

sebagai berikut:
5.1.1 Pelaksanaan mediasi inrang Kelas 1B Perkara warisan

Nomor. 196/Pdt.G/20 . Proses medie ah sesuai dengan aturan

Mahkamah Agung Repub ia, i a Nomor. 1 Tahun 2016 tentang
tidak berhasil
tusan Nomor.

196/Pdt.G/2018/PA.Prg,

196/Pdt.G : ana proses

pihak tidak

jian perkara

an  Nomor.

menunjukkan' bahwa mediasi masih belum efektif
disebabkan tingkat keberhasilan terhadap perkara waris di Pengadilan Agama Pinrang
Kelas 1B melihat data dari Tahun 2017 sampai 2018 hanya ada 1 perkara yang

berhasil dimediasi dibanding dengan mediasi yang tidak berhasil termasuk Putusan
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Nomor. 196/Pdt.G/2018/PA.Prg. Adapun faktor penyebabnya sehingga mediasi tidak
berhasil adalah melihat tingkat kepatuhan masyarakat yang masih sangat kurang, para
pihak saling acuh, mediator yang ditinjuk masih kurang yang bersertifikat dan

fasilitas sarana mediasi di Pengadilan Agama Pinrang masih sangat kurang ditinjau

ruangan mediasi tidak cukup luas bag a warisan yang pihaknya banyak.

5.1.3 Faktor penghamba )aya mediasi perkara warisan di

Pengadilan Agamapi B Putusan NG Pdt.G/2018/PA.Prg. Faktor
ugasnya sesuai dengan Perma
r telah yang
kesepakatan

k hadir dalam prose i S okan  faktor

ran mediasi yang : erkara  No.

ebabkan para pihak nflik  yang

n hubungan kekeluargaan dak

mluggalkan harta

ersebut sepmbncEngAs mEp para ah nya sebelum

erasa paling

a pewaris tel

berjalan lebih efisien yaitu dengan cara memperluas ruangan mediasi agar pihak
pihak dalam hal perkara waris bisa lebih nyaman dan merasa bahwa ruangan tersebut

luas dan semuanya cukup untuk masuk dimediasi.
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5.2.3 Mediator yang menangani perkara waris wajib mempunyai kemampuan untuk
melakukan negosiasi seperti pendekatan Psikologis yang memotivasi para pihak yang
bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Dan juga sangat penting kepada para

hakim mediator alangkah baiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para

pihak yang bersengketauntuk me ara pihak berdamai sehingga perkara

mereka akan cepat selesai.
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